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RINGKASAN

Perkembangan kehidupan bermasyarakat serta kemajuan teknologi informasi
menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai tindak pidana korupsi baru dengan
modus operandi yang belum pernah diatur sebelumnya. Tak hanya sifatnya yang
sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi turut
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Atas
besarnya dampak yang ditimbulkan, tindak pidana korupsi perlu digolongkan
sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Atas
hal tersebut, terdapat beberapa penyimpangan dalam pengaturan tindak pidana
korupsi dibandingkan dengan tindak pidana umum sebagaimana yang termuat
dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Wetboek van Strafrecht). Atas dasar berbagai penyimpangan tersebut pula lah
tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri di luar
kodifikasi, yaitu oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun
seiring dengan perkembangannya, beberapa ketentuan pasal tindak pidana korupsi
ditarik keberadaannya ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaharuan hukum pidana
nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang
dikonsepkan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut,
penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (/ibrary
research) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk
mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Di sisi
lain, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan
pendekatan konseptual (conceptual approach) yang didasarkan dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah
(historical approach) yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dari isu
hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang digunakan dalam
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penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Problem normatif pengaturan tindak pidana korupsi dalam kodifikasi yaitu adanya
ketentuan pasal tindak pidana korupsi yang secara langsung menyimpangi
ketentuan pidana umum sebagaimana yang tertuang dalam Bab I sampai dengan
Bab V Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam kodifikasi itu pun
tidak dapat dilepaskan dari upaya penyesuaian pada pola pemidanaan yang baru
sehingga terjadi penurunan ancaman pidana yang diancamkan. Di sisi lain, muncul
potensi terjadinya dualisme hukum dalam hal dilaksanakannya masa peralihan
sebagaimana yang ditawarkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Formulasi pengaturan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sifat tindak pidana
korupsi yang dalam pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka
diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui undang-undang tersendiri di luar
kodifikasi. Berkaitan dengan itu, dengan mengingat bahwa Indonesia merupakan
negara peserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, maka dalam
upaya perkembangan formulasi pengaturan tindak pidana korupsi harus
berpedoman pada konvensi tersebut. Dalam hal ini, upaya perkembangan formulasi
tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam undang-undang tersendiri yang
diiringi dengan mengadopsi berbagai ketentuan baru sebagaimana yang telah diatur
dalam konvensi anti korupsi tersebut.
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ABSTRAK

Kata kunci: tindak pidana korupsi, pembaharuan hukum pidana

Sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, maka dengan itu, pengaturan tindak pidana korupsi diatur secara khusus
dan tersendiri di luar kodifikasi. Namun seiring dengan perkembangannya, tindak
pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus dimuat dalam kodifikasi
berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis problem normatif pengaturan tindak
pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk menganalisis formulasi ideal
pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan asas lex specialis derogat legi
generali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan
menggunakan penelitian kepustakaan serta merupakan penelitian yang bersifat
preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan
dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual yang didasarkan dari pandangan
dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah yang dilakukan dengan
menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.

Pertama, problem normatif pengaturan tindak pidana korupsi dalam kodifikasi yaitu
adanya ketentuan pasal tindak pidana korupsi yang secara langsung menyimpangi
ketentuan pidana umum sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kesatu Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kedua, formulasi pengaturan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan sifat tindak
pidana korupsi yang dalam pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,
maka diperlukan pengaturan yang komprehensif melalui undang-undang tersendiri
di luar kodifikasi dengan berpedoman pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Anti Korupsi.



Handayani, Gusti Novita. 2025. Regulation of Corruption Crimes in Law Number
1 of 2023 from the Perspective of National Criminal Law Reform. Master of Law
Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University.
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ABSTRACT

Keywords: corruption, criminal law reform

Since the enactment of the Law on the Eradiction of Corruption Crimes, the
regulation of corruption crimes has been specifically and separately governed
outside of codification. However, along with its development, corruption crimes, as
one of the special offences, have been included in the codification in the form of
Indonesian Penal Code. Therefore, the purpose of this research is to analyze the
normative issue of regulating corruption offencess in Indonesian Penal Code and
to analyze the formulation of regulation of corruption offences based on the
principle of lex specialis derogat legi generali.

This research is a normative legal research conducted by library research and is a
prescriptive in nature, utilizing the legislative approach by examining all
regulations related to the legal issues, conceptual approach based on prevailing
doctrines, and historical approach that involves the background of the issues.

First, the normative problem of regulating corruption offences in codification is the
existence of articles about corruption offences that directly deviate from the general
criminal provisions in Indonesian Penal Code. Second, the formulation of
corruption offences, which must be addressed extraordinarily, needed
comprehensive regulations outside the codification, guided by United Nations
Convention Against Corruption.
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dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga
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. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku
Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan
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. teman-teman terdekat peneliti, Anggara Yuda Pratama dan Muna Maulida,
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